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I. Pendahuluan

Mempelajari sejarah partai politik di Indonesia juga berarti 
mempelajari budaya demokrasi yang ada di negeri 
ini, termasuk bagaimana masing-masing partai politik 

mendorong persaingan ideologi dan gagasan pembangunan. 
Pasalnya, parpol-parpol ini memiliki garis ideologis yang berbeda 
di Indonesia, dari agama hingga nasionalis. Dan itu ada sejak 
organisasi modern dibawakan oleh Belanda di kepulauan ini sejak 
sebelum kemerdekaan. Sebagai bangsa yang belajar memodernisasi 
diri Indonesia kemudian masuk ke dunia organisasi modern. Maka 
muncullah Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, 
Persatuan Islam, dan lain-lain. Demikian juga sekolah-sekolah 
modern yang didirikan oleh mereka yang terdidik oleh Barat.

Dalam perjalanannya, organisasi-organisasi modern itu 
kemudian menjadi tempat menyuarakan aspirasi masyarakat. 
Maka organisasi-organisasi politik pun muncul. Ada Syarikat 
Islam yang berideologikan Islam, ada pula Syarikat Rakyat yang 
berideologikan komunisme yang sebetulnya muncul dari Syarikat 
Islam itu sendiri. Syarikat Islam pada perjalanannya menjadi partai 
politik Masjelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sedangkan 
Syarikat Rakyat menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang 
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sebelumnya berwujud perkumpulan saja, yaitu Indische Sociaal 
Democratiche Vereniging (ISDV).

Di masa kemerdekaan, polarisasi itu menguat karena Indonesia 
masa itu mengambil jalan demokrasi liberal, sehingga pada 
tahun 1955, sebagai pemilihan umum (pemilu) pertama, banyak 
sekali partai yang ikut terlibat (30an partai lebih). Namun pemilu 
tersebut menyaksikan empat pemenang yang terpolarisasi dari dua 
madzhab besar politik sebelum kemerdekaan. Keempatnya adalah 
PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PNI dan PKI tampaknya berasal dari 
ideologi yang dibawakan oleh Syarikat Rakyat; dan Masyumi dan 
NU melanjutkan ideologi yang dibawakan Syarikat Islam.

Polarisasi partai politik di Indonesia semakin rumit ketika 
memasuki pemilu kedua, yaitu pada tahun 1971; di mana ketika 
itu Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, atau apa yang 
disebut dengan Orde Baru. Namun karena riwayat pemenang dapat 
dilihat pada tahun 1955 bahwa ada empat pola partai, maka pada 
tahun 1971 situasi politik mengarahkan Indonesia pada 9 kontestan 
pemilu saja dengan dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya sejak 
pemilu 1977 hingga berakhirnya pemilu Orde Baru tahun 1997, 
Indonesia hanya punya 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. 
Polarisasi klasik ala Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat tampak, 
tetapi ditengahi oleh Golkar yang merupakan single majority. 
Selama masa Orde Baru ini kampanye anti-kiri dan anti-kanan 
terus-menerus dikumandangkan. 

Setelah Soeharto mundur, Indonesia kembali menyaksikan 
bermunculannya berbagai partai yang merupakan wadah aspirasi 
rakyat. Namun pemilu 1999 hanya bisa menyaksikan 5 pemenang 
mayoritas dari 48 kontestan pemilu. Dari lima itu, dua adalah 
pendatang baru, yaitu PKB dan PAN. Ketiga lainnya masih warisan 
Orde Baru, yaitu PDI-P, Golkar, dan PPP. Polarisasi klasik ala Orde 
Lama muncul lagi, yaitu adanya PKB sebagai representasi NU, 
dan PAN sebagai representasi Masyumi. Pada masa berikutnya, 
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Masyumi baru muncul dengan kekuatan tua dari PBB dan kekuatan 
muda dari PK/PKS.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia 
ini unik dan mempunyai tradisi yang cukup mengakar, yaitu kaum 
santri dan kaum abangan. Kaum santri mewakili tradisi Islam dan 
kaum abangan mewakili tradisi sekuler. Diantara keduanya selalu 
ada yang menengahi, berusaha mengatasi, dan berusaha pluralis. 
Tetapi ujung-ujungnya selalu ada polarisasi seperti tadi, kaum 
yang mengutamakan Islam dan kaum sekular.

Apapun kejadian dan tradisinya, sebagai bangsa yang 
memodernisasi diri Indonesia selalu menunjukkan itikadnya 
sebagai bangsa yang demokrasi. Oleh karena itu segala perubahan 
haluan politik selalu diwadahi oleh hukum-hukum yang mengawali 
dan menyertainya. Di sinilah maka kita dapat melihat kembali 
dengan kajian sejarah hkum, bahwa untuk urusan politiknya, 
terutama politik kepartaian, Indonesia selalu menyediakan payung 
hukumnya, sehingga Negara Hukum (Rechstaat) itu menjadi 
kenyataan.
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VII. Penutup

Dengan melihat perkembangan partai politik di Indonesia 
di bab-bab sebelumnya, di sini dapat dinyatakan kembali 
bahwa bangsa Indonesia dalam perilaku politiknya telah 

menganut sistem Negara Hukum (Rechstaat). Apapun yang terjadi 
pada ranah politik dan sosial, bangsa Indonesia tetap berdasarkan 
pada hukum. 

Kecenderungan pada haluan kanan dan kiri adalah hal yang 
lumrah dalam situasi perpolitikan bangsa Indonesia. Namun 
tampaknya yang selalu menang adalah yang berada di tengah. 
Walaupun demikian tengah bukan berarti sepi dari kritik. Justru 
ketika di tengah itulah muncul kritik dari kanan dan kiri. Oleh 
karenanya ketika di tengah yang melihat itu justru dari bawah, 
karena yang di tengah itu posisinya menjadi di atas. Apapun 
halnya kita bisa lihat dari perjalanan sejarah politik kepartaian di 
Indonesia.

Dinamika ideologis itu pun dapat dilihat pada perkembangan 
terbaru politik kepartaian di Indonesia, yaitu Pasca Reformasi. 
Selama dua puluh tahunan demokrasi Indonesia Pasca Reformasi, 
Indonesia melihat banyaknya partai yang lebih bersifat pragmatis. 
Banyak pengamat berpendapat bahwa partai-partai Indonesia 
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hanya memiliki sedikit perbedaan dalam masalah kebijakan dan 
ideologi. Satu-satunya perbedaan yang jelas di antara mereka 
adalah sejauh mana mereka percaya Islam harus memainkan peran 
dalam urusan publik.

Para ahli telah mencapai kesimpulan ini sebagian besar 
dengan melihat bagaimana partai-partai tersebut berperilaku dan 
berinteraksi satu sama lain. Perbedaan ideologis antara partai-partai 
Islam dan non-Islam tidak terkait dengan perbedaan program di 
bidang-bidang utama seperti kebijakan fiskal dan sosial. Politik 
Indonesia tampaknya didominasi oleh “kartel” partai yang ditandai 
oleh keinginan bersama untuk berbagi rampasan jabatan, bukan 
oleh diferensiasi ideologis atau kebijakan. Akibatnya, partai-partai 
berkeinginan untuk membentuk “koalisi pelangi” yang sangat luas 
dan heterogen yang terdiri dari partai-partai Islam dan non-Islam.

Namun ada hal yang harus diperhatikan juga bahwa animo 
masyarakat terhadap partai politik juga dapat menurun dengan hal 
itu. Politik bukan lagi berisi ideologi seperti yang dulu-dulu. Politik 
tampak hanya sebagai tempat orang mencari kerja. Saat ini partai 
politik – walaupun sangat penting untuk sistem demokrasi yang 
kuat - menjadi spesies yang terancam punah.

Demikian karena pada politik itu mainannya adalah keinginan 
dan harapan. Maka, walaupun kehidupan orang membaik, itu tidak 
berarti bahwa orang-orang itu puas secara politik. Dan menjadi jelas 
bahwa kemajuan ekonomi dan kemakmuran tidak selalu membeli 
stabilitas politik. Oleh karena itu partai politik sebagai representasi 
keinginan politik harus selalu peka terhadap harapan masyarakat.

Gelombang kebencian pada partai politik pun bias juga dipicu 
oleh ketidaksabaran yang baru ditemukan terhadap korupsi. Dalam 
dekade terakhir, masyarakat di mana korupsi dulu diperlakukan 
sebagai fakta kehidupan mengembangkan intoleransi yang kuat 
terhadap pencurian resmi dan menggulingkan politisi yang tadinya 
tidak tersentuh. 
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Memang di Indonesia, seringkali yang berkuasa juga adalah 
pemimpin partai politik tradisional. Ketika para pemimpin seperti 
itu kedapatan mencuri, itu menjadi noda lain di partai-partai, yang 
prestise dan daya pikatnya terus memudar. Hari-hari ini, partai 
politik dilihat bukan sebagai habitat alami bagi kaum idealis, tetapi 
tempat yang nyaman untuk oportunis dan pencari karier yang suka 
bicara dan sering munafik.

Di sisi lain, demokrasi, bagaimanapun, tetap membutuhkan 
partai politik. Kita membutuhkan organisasi permanen yang 
mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan politik, yang dipaksa 
untuk mengartikulasikan kepentingan dan sudut pandang yang 
berbeda, yang dapat merekrut dan mengembangkan pemimpin 
pemerintahan di masa depan dan yang memantau mereka yang 
sudah berkuasa.

Para pemimpin politik perlu memiliki pendirian tentang 
pendidikan dan senjata nuklir, perawatan kesehatan dan pertanian, 
dan memiliki pandangan yang diartikulasikan dengan baik tentang 
memerangi terorisme dan mengatur bank, di antara banyak masalah 
kebijakan lainnya. Dan partai politik adalah kamp pelatihan para 
pemimpin ini.

Untuk bertahan hidup, partai politik harus mendapatkan 
kembali kemampuan untuk menginspirasi dan memobilisasi 
orang - terutama kaum muda - yang mungkin meremehkan 
politik atau lebih suka menyalurkan energi politik apa pun yang 
mereka miliki melalui kelompok-kelompok non-politis. Para 
pihak harus bersedia merombak struktur, pola pikir, dan metode 
mereka untuk beradaptasi dengan dunia baru. Kita juga perlu 
membawa pembaruan partai ke latar depan dalam setiap diskusi 
politik kontemporer. Agar negeri ini tetap menjadi negeri yang 
demokrasinya terkonsolidasi.
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